BAB IlI

TINJAUAN TEORI

A. Ketenagakerjaan
a. Pengertian Ketenagakerjaan
Perburuhan sekarang ini disebut dengan istilah ketenagakerjaan
sehingga hukum perburuhan sama dengan hukum ketenagakerjaan. Ada
beberapa pengertian yang dikemukakan oleh ahli hukum ketenagakerjaan,
diantaranya sebagai berikut:

1. Imam Soepomo memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah
himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan
dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain
secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain
hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis
ataupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara
pengusaha dan pekerja atau buruh.

2. Menurut Molenaar hukum perburuhan pada pokoknya mengatur
hubungan antara majikan dan buruh, buruh dan buruh dan antara
penguasa dan penguasa.

3. Menurut Levenbanch hukum perburuhan merupakan peraturan yang
meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan yang
pekerjaannya dilakukan dibawah pimpinan.

4. Menurut Van Esveld hukum perburuhan tidak hanya meliputi
hubungan kerja yang dilakukan dibawah pimpinan tetapi termasuk

pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri.
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5. M.G Levenbach merumuskan hukum “arbeidsrecht” sebagai sesuatu
yang meliputi hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan
yang lansung bersangkut paut dengan hubungan kerja. Dengan kata
lain berbagai peraturan mengenai persiapan bagi hubungan kerja (yaitu
penempatan dalam arti luas, latihan dan magang) mengenai jaminan
sosial buruh serta peraturan mengenai badan dan organisasi dilapangan
perburuhan.

6. MOK berpendapat bahwa “arbeidsrecht” (hukum perburuhan) adalah
hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan dibawah
pimpinan orang lain dengan keadaan penghidupan yang lansung
bergandengan dengan pekerjaan tersebut.

Dalam undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjan
dirumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan yaitu segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah
masa kerja. Menurut undang undang ini tenaga kerja adalah setiap orang
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau
jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat®*.

. Pihak dalam Ketenagakerjaan

1. Pekerja/buruh

Buruh/pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberian kerja

adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan

%1 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pusaka Setia, 2013, HIm 45
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badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Istilah buruh sangat popular dalam dunia perburuhan/
ketenagakerjaan selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama
bahkan mulai dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturaan
perundang undangan yang lama (sebelum undang undang no 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada
zaman penjajahan belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah
pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan
kasar, orang ini disebut sebagai blue collar sedangkan yang melakukan
pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai
karyawan/pegawai (white collar). Pembedaan yang membawa
konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak hak tersebut oleh
pemerintah belanda tidak terlepas dari upaya untuk memecah belah
orang orang pribumi. Setelah bangsa kita merdeka tidak lagi mengenal
perbedaan antara buruh harus dan buruh kasar semua orang yang
bekrja disektor swasta baik pada orang maupun badan hokum disebut
buruh. Hal ini disebutkan dalam undang undang no 22 tahun 1957
tentang penyelesaian perselisihan perburuhan yakni buruh adalah
barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah (pasal
1 ayat 1 a). dalam perkembangan hokum perburuhan di Indonesia
istlah buruh diupayakan unutk diganti dengan istilah pekerja
sebagaimana yang diusulkan oleh pemerintah (depnaker) pada waktu

kongres FBSI Il tahun 1985. Alasan pemerintah karena lebih
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cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada
dibawah pihak lain yakni majikan®’.
2. Pengusaha

Pengusaha adalah

a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hokum yang
menjalankan suatu milik sendiri.

b. Orang perseorangan, persekutuan tau badan hokum yang secara
berdirin menjalankan perusahaan bukan miliknya.

c. Orang psersorangn, persekutuan atau badan hokum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah
Indonesia®.

3. Organisasi pekerja/buruh
Kehadiran  organisasi  pekerja  dimaksudkan  untuk
memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja sehingga tidak
diberlakukan sewenang wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan
maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pkerja untk
mengorganisasikan dirinya semakin baik organisasi itu, maka akan

semakin kuat. Sebagai implementasi dari amanat ketentuan pasal 28

UUD 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan

pikiran dengan lisan maupun tulisan yang ditetapkan dengan undang-

undang maka pemerintah meratifikasi konvensi organisasi perburuhan

internatiaonal N0.98 dengan undang undang no 18 tahun 1956

%2 LLalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. HIm. 45
%% Ibid, R. Joni Bambang, HIm 73



4.

34

mengenai dasara dasar hak berorganisasi dan berunding bersama.

Adapun organisasi buruh diantaranya adalah sebagai berikut :

a.

b.

ILO — Internasional Labour Organization

FSPS — Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa

AMB — Aliansi Buruh Menggugat

FPBJ — Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek

SPSI — Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

SPN — Serikat Pekerja Nasional

FSBI — Federasi Serikat Buruh Independen

GASBIINDO — Gabungan Serikat-Serikat Buruh Islam Indonesia
KASBI — Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia

FSPMI — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

FSP KEP — Federasi Serikat Pekerja Kimia Energy Pertambangan
Dan Umum

ASPEK Indonesia — Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia

Organisasi pengusaha

Selanjutnya untuk meningkatkan peran serta pengusaha

nasional dlam kegiatan pembangunan maka pemerintah melalui

undang undang no.49 tahun 1973 membentuk kamar dagar dan

industry (Kadin). Kadin adalah wadah penguasaha Indonesia dan

bergerak dalam bidang perekonomian. Organisasi pengusaha yang

khusus mengurus masalah yang bekaitan dengan ketenagkerjaan

adalah asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO). APINDO lahir

didasari atas peran dan tanggungjawabnya dalam pembangunan
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nasional dalam rangka turut serta mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur, maka pengusaha Indonesia harus ikut serta secara aktif
mengembangkan peranannya sebagai kekuatan sosial dan ekonomi
maka dengan akte notaris soedjono tanggal 7 Juli 1970 dibentuklah
permusyarawaratan urusan sosial ekonomi pengusaha seluruh
Indonesia

. Pemerintah/pengusaha

Campur tangan pemerintah (pengusaha) dalam hokum
perburuhan/ ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan
perburuhan/ketenagakerjaan yang adil karena jika hubungan antara
pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi
diserahkan sepenuhnya kepada para pihak maka tujuan untuk
menciptakan keadilan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai
karen pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas
dasar pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-
undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban
para pihak. Sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap masalah
ketenagakerjaan, departemen tenaga kerja juga dilengkapi dengan
berbagai lembaga yang secara teknis membidangi hal hal khusus
yakni:
a. Balai latihan kerja, menyiapkan/memberikan bekal kepada tenaga

kerja melalui tenaga kerja

b. Balai pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia (BP2TKI),

sebagai lembaga yang menangani masalah penempatan tenaga
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kerja untuk bekerja baik disektor formal maupun informal didalam

maupun diluar negeri.

c. Panitia penyelesaian perselisinan perburuhan (P4) menyelesaikan
perselisihan perburuhan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha
dan sebagai lembaga perijinan dalam masalh pemutusan hubungan
kerja (PHK)

Pembangunan  ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas
keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektorat pusat
dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenga kerja secara optimal dan
manusiawi.

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga
kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja/buruh berhak
memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusian dimaksud, pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Kebijakan pengu pahan yang melindungi pekerja/buruh yang

dimaksud salah satunya adalah upah minimum. Pemerintah menetapkan
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upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum
ditetapkan oleh gubrnur dengan memperhatikan rerkomendasi dari dewan
pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Komponen serta
pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan

keputusan mentri.

B. Pengupahan
a. Pengertian upah

Upah memegang peranan yang penting dan memberikan ciri khas
suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah
merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada
orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam
menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang
dituangkan dalam peraturan perundang undangan. Dalam peraturan
pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah disebutkan
bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha
kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut persetujuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku dan
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan
buruh itu sendiri maupun keluarganya.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa sesungguhnya upah

dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak namun untuk menjaga
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agar jangan sampai upah yang diterima terlampau rendah maka pemerintah
turut serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang
undangan. Inilah yang lazim disebut upah minimum. Hak untuk menerima
upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhirnya pada saat
hubungan kerja putus. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh
diskriminasi antara buruh laki laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang
sama nilainya.*

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama
ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.
Nurimansyah Haribuan mengatakan “ upah adalah segala macam bentuk
penghasilan (carning) yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja) baik
berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu
kegiatan ekonomi”®. Kalau kita berpegang pada pengertian Norimansyah
diatas jelas kedalam pengertian upah inti akan termasuk tunjangan jaminan
sosial yang diterima oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan
pembahasan kali ini kedalam pengertian upah hanya akan dimasukan
pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk
tunjangan-tunjangannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan
jaminan sosial. Disamping itu, pengertian upah adalah berbeda beda bagi
majikan bagi organisasi buruh dan bagi buruhnya sendiri. Menurut

G.Reynold yang dipetik Imam Soepomo: bagi majikan upah itu adalah

Persada,

% Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo
2001, Him. 108-109
% Zainal Asikin, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2008, HIm. 86
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biaya produksi yang harus ditekan serendah rendahnya agar harga
barangnya nanti tidak terlalu tinggi. Bagi organisasi buruh adalah obyek
yang menjadi perhatiannya untuk dirundingkan dengan majikan agar
dinaikkan. Bagi buruh adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu
tertentu atau lebih penting lagi, jumlah barang kebutuhan hidup yang ia
dapat beli dari upah itu. Dari pengertian upah bagi majikan sebagaimana
dikemukakan G.Reynold diatas tentunya akan mempengaruhi besar
kecilnya upah yang akan diterima oleh buruh, namun demikian dalam
menetapkan besar kecilnya upah itu®. Ada teori-teori yang perlu
diperhatikan, vyaitu toeri yang dipergunakan sebagai dasar untuk
menetapkan upah. Teori-teori tersebut adalah:
1. Teori upah normal oleh David Ricardo
Menurut teori ini upah ditetapkan dengan berpedoman kepada
biaya biaya yang diperlukan untuk mengongkosi segala keperluan
hidup buruh/ tenaga kerja.
2. Teori undang undang upah besi oleh Lassale
Menurut teori ini upah normal diatas hanya memenangkan
majikan saja sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja majikan itu
akan mengatakan Cuma itu kemampuan tanpa berpikir sebagaimana
susahnya buruh itu. Oleh karena itu menurut teori ini buruh harus
berusaha menentangnya (menentang teori uoah normal itu) agar ia

dapat mencapai kesejahteraan hidup

% |bid, zainal Asikin, Hlm. 87
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3. Teori dana upah oleh Stuart Mill Senior
Menurut teori dana upah buruh tidak perlu menentang seperti
yang disarankan oleh teori undang undang upah besi karena upah yang
diterimanya itu sebetunya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya
jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlany besar
maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dan
itu berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan
berkurang pula®’. Menurut teori ini yang dipersoalkan sebetulnya
bukanlah seberapa besarnya upah yang diterima buruh melainkan
sampai seberapa jauh upah tersebut mampu mencukupi segala
keperluan hidup buruh beserta keluarganya. Karenanya menurut teori
ini dianjurkan bahwa khusus unutk menunjang keperluan hidup buruh
yang besar tanggungannya disediakan dana khusus oleh majikan/
Negara yang disebut dana anak anak.
b. Karakteristik upah yang baik
Pihak pemerintah sering menganjurkan kepada pengusaha
pengusaha yang ada ditanah air agar kepada buruhnya diberikan upah yang
wajar dan memberikan gambaran gambaran tentang upah minimum
sehingga upah yang wajar itu dapat diperhitungkan atau ditentukan.
Pada umumnya dengan berpadunya peranan pengusaha dan
peranan organisasi buruh sehingga keduanya dapat melakukan
musyawarah dan mufakat, maka upah yang diberikan kepada para buruh

telah dapat dikatakan upah wajar

3" Ibid, Zzainal Asikin, HIm. 88
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Menentukan upah yang wajar kedua belah pihak dalam
musyawarah dan mufakatnya telah berhasil mempertemukan pertimbangan
pertimbangannya, hungga terwujudnya suatu kesepakatan mengenai upah
wajar tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah yang
wajar tersebut, yang dapat dipecahkan secara bersama dengan penuh
pengertian. Faktor faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah
dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Keadaan yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan dan
tersedianya tenaga kerja

2. Kemampuan masing masing pihak (yaitu manajemen dan para
pekerja/buruh) dalam perundingan kesepakatan (bargaining power)
yaitu berupa tawar menawar dan lain sebagainya

3. Biaya kehidupan yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sesuai
situasi dan kondisi dimasing masing daerah dan kawasan kawasan
industri

4. Kemampuan ekonomis perusahaan atau industri dalam membayar upah
bagi para buruhnya

5. Ketentuan tentang tingkat tarif upah (rate of wages) di perusahaan
perusahaan umumnya atau dikawasan industry bagi perusahaan
perusahaan/industri sejenis atau tingkat pekerjaan yang sama

6. Keterampilan dan pengalaman kerja para buruh

7. Sikap dan pandangan pengusaha dalam bidang ekonomi apakah telah

benar benar dilandasi nilai nilai pancasila atau masih kurang

kesadarannya
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Sifat dan keadaan tugas kerja yang dihadapai para buruh apakah
memerlukan konsentrasi atau tugas tugas berat ataupun tugas tugas
berat ataupun tugas tugas ringan

Peraturan perusahaan atau perjanjian perburuhan yang berlaku
Pendapat pendapat ekstra dalam pekerjaan

Prospek perkembangan atau kemajuan pada waktu yang akan datang
Hasil ~ evalusi  pekerjaan/jabatan  secara  menyeluruh  yang
diselenggarakan oleh team ahli untuk menentukan berbagai tingkat
upah dalam perusahaan.

Untuk memberikan jaminan jangka panjang yang menyangkut

kepentingan para buruh dan ataupun juga manajemen, demikian pula agar

tidak memberikan dampak yang kurang baik bagi para konsumen

sehubungan dengan peningkatan harga maka upah yang diberikan

perusahaan (pihak pengusaha) haruslah memiliki sifat atau karakteristik

yang agak fundamental jelas:

1.

Upah harus menjamin upah minimum dengan demikian oar buruh atau
pekerja tidak akan berkurang konsentrasinya karena ingatannya selalu
melayang kepada keluarga yang harus dihidupinya

Upah tersebut dapat diterima atau disetujui oleh para butuh dengan
penuh kesadaran

Upah mencerminkan apresiasi kemampuan dan kemajuan para
buruh/pekerja

Upah dengan perinciannya haruslah sesederhana mungkin dengan

demikian mudah dimengerti oleh para buruh/pekerja
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Upah tidak akan melibatkan secara terlalu besar atau biaya tak lansung

Upah haruslah fleksibel dalam menghadapi perubahan perubahan yang
tidak diharapkan

Upah hendaknya dapat memotivasi peningkatan kuantitas produk tanpa
menurunkan kualitasnya

Upah upah lain yang berupa insentif (bonus dan lain sebagainya) harus
diterimakan bersama sama dengan upah dasarnya tak perlu dipisah
pisahkan atau ditunda tunda dengan demikina pihak buruh beserta
keluarganya akan dapat merencanakan pemakaiannya secara lebih
bermanfaat

Sistem pengupahan harus dapat dirasakan berkeadilan dan
berperikemanusiaan baik oleh pihak buruj maupun oleh pihak
pengusaha (manajemen) dan

Manajemen yang baik berarti pula tidak terlalu mengikuti ups and
down labour supply atau pasang surut penawaran tenaga kerja dalam
perubahan upah

Dengan demikian dari uraian uraian diatas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan yang terutama ditilik dari segi kehidupan masyarakat umum

bahwa kenaikan upah yang tidak disertai dengan peningkatan dalam

produksi dapat berakibat pada kenaikan harga produk yang dihasilkan

dalam perusahaan yang mungkin pula ada kaitannya dengan peningkatan

harga harga produk lain, sehingga nilai upah yang dinaikan itu tidak ada

artinya baik dipandang dari segi ekonomi maupun bagi pemenuhan

kebutuhan kebutuhan beserta keluarganya (buruh dan anggota anggota

keluarga yang ditanggungnya)
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Jadi peningkatan upah haruslah disertai adanya peningkatan produk
dan hal ini hendaknya diserapkan oleh para buruh, tanpa adanya kesadaran
untuk meningkatkan produktifitas atau usaha untuk meningkatkan produk,
selain perusahaan itu akan menjadi lemah karena penghasilan yang kurang
selalu tersedot dengan adanya pembengkakan upah , modal untuk operasi
makin lama akan makin berkurang dan pada akhirnya perusahaan akan
menderitan kerugian, yang memungkinkan pula kalau kerugian itu diderita
secara terus menerus, perusahaan yang bersangkutan akan menjadi tidak
tahan dan perusahaan terpaksa harus ditutup. Dalam keadaan demikian
pihak buruh pula pada akhirnya akan menderita, kemana pula mereka akan
mencari kerja padahal pengangguran sangat tidak diharapkan oleh
mereka®®

c. Jenis jenis upah
Tentang jenis jenis upah yang terdapat dalam berbagai kepustakaan

hukum perburuhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Upah nominal
Yang dimaksud dengan upah nominal adalah sejumlah uang
yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai
imbalan pengerahan jasa jasa atau pelayanannya sesuai Kketentuan
ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja
2. Upah nyata (real wages)
Yang dimaksud dengan upah nyata adalah uang yang nyata

yang benar benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak.

%8 Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta:
Sinar Grafika, 1994, HIm 103-106
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Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan
banyak tergantung dari:

a. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
b. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan
3. Upah hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relative cukup
unutk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya
kebutuhan pokoknya saja melainkan juga kebutuhan sosial dan
keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain lain®.

4. Upah minimum (minimum wages)

Upah minimum ini adalah upah terendah yang akan dijadikan
standar oleh majikan untuk menentukan upah yang sebenarnya dari
buruh yang bekerja diperusahaanya. Upah minimum biasanya
ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang kadang setiap tahunnya
berubah sesuai denagan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:
a. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai

sub sistem dalam suatu hubungan kerja

b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya system pengupahan
yang sangat rendah dan secara materil kurang memuaskan

c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai
dengan nilai pekerjaan yang dilakukan

d. Untuk mengusahakan terjaminannya ketenangan dan kedamaian

kerja dalam perusahaan

% Ibid, Zzainal Asikin, HIm. 89
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Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup
secara normal

Upah pokok minimum sebagaimana diatur dalam peraturan

menteri tenaga kerja no.05/MEN/1997 tentang upah minimum

disebutkan bahwa upah minimum adalah upah pokok sudah termasuk

didalamnya tunjangan tunjangan yang bersifat tetap.

Beberapa jenis upah pokok minimum adalah sebagai berikut:

a.

Upah minimum sub sektoral regional, upah minimum yang berlaku
untuk semua perusahaan pada sub sector tertentu dalam daerah
tertentu.

Upah minimum sektoral regional, upah minimum yang berlaku
untuk semua perusahaan pada sector tertentu dalam daerah tertentu
Upah minimum regional, upah minimum yang berlaku untuk
semua perusahaan dalam daerah tertentu. Upah minimum regional
(UMR) ditiap tiap daerah besarnya berbeda beda. Besarnya UMR
didasarkan pada indek harga konsumen, kebutuhan fisik minimum,
perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku
secara regional, kelansungan dan pekembangan perusahaan,
tingakat perkembangan perekonomian regional dan nasional.

Upah minimum ini wajib ditaati oleh pengusaha, kecuali

pengusaha tidak mampu membayar upah minimum dapat dikecualikan

dari kewajiban tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada

menteri tenaga kerja disertai dengan rekomendasi dari Kepala Kanwil

Depnaker setempat. Berdasarkan permohonan tersebut menteri tenaga
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kerja dapat menangguhkan pelaksanaan upah minimum paling lama 12
bulan. Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan upah minimum
dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama lamanya 3 bulan dan
atau denda setinggi tingginya Rp.100.00,-. Sanksi ini masih mengacu
pada undang undang pokok ketenagakerjaan no 14. Tahun 1969*.

5. Upah wajar (fair wages)

Upah wajar maksudnya adalah upah yang secara relative dinilai
cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa
jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu
berubah ubah antara upah minimum upah hidup sesuai dengan factor-
faktor yang mempengaruhinya, yaitu**:

a. Kondisi Negara pada umumnya

b. Nilai upah rata didaerah dimana perusahaan itu berada

c. Peraturan perpajakan

d. Standar hidup para buruh itu sendiri

e. Undang undang mengenai upah khususnya

f. Posisi perusahaan dilihat dari stuktur perekonomian Negara.

Dari kelima jenis upah diatas yang diharapkan oleh buruh kita
(saat saat sekarang ini) adalah upah wajar bukan upah hidup. Untuk itu
mengaharapkan upah hidup untuk saat ini belum memungkinkan
karena kondisi perusahaan dinegara kita umumnya masih belum begitu

besar.

40 Ibid, Lalu Husni, HIm. 110
“bid, Zzainal Asikin, HIm. 90
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d. Sistem pemberian upah
Sistem pemberian upah ini maksudnya adalah bagaimana cara
perusahaan biasanya memberikan upah kepada para buruhnya, system ini
didalam teori dan praktik terkenal ada beberapa macam, yaitu:

a. Sistem upah jangka waktu

Sistem upah jangka waktu ini adalah system pemberian upah
menurut jangka waktu tertentu misalnya harian, mingguan, atau
bulanan

b. Sistem upah potongan

Sistem ini tujuannya adalah unutk mengganti system upah
jangka waktu jika hasil pekerjaan tidak memuaskan. Sistem upah ini
hanya diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran
tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya®’.
Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:

1. Buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat

2. Produktivitas semakin meningkat

3. Alat alat produksi akan dipergunakan secara intensif

Sedangkan keburukannya adalah:

1. Buruh selalu bekerja secara berlebih lebihan

2. Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatannya

3. Kadang kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar
jumlah potongan

4. Upah tidak tetap tergantung jumlah potongan yang dihasilkan

“2 |bid, Zzainal Asikin, HIm. 91
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Untuk menampung keburukan dari system upah potongan maka
diciptakan system upah gabungan vyaitu gabungan antara upah
minimumya sehari dengan jumlah minimum dari pekerjaannya sehari.

c. Sistem upah permufakatan

Sistem upah permufakatan ini maksudnya adalah suatu system
pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada
kelompok tertentu yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagi
bagikan kepada para anggota

d. Sistem skala upah berubah

Dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan denga
harga penjualan hasil produksi dipasaran. Jika harga naik maka jumlah
upah pun akan naik sebaliknya jika harga turun maka upah pun akan
turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah®.

e. Sistem upah indeks
Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan
sistem ini upah itu akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya
penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah

f. Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus
apabila perusahaan mendapatkan keuntungan diakhir tahun**.

Komponen upah
Pemberian upah yang tidak dalam bentuk uang dibenarkan asal

tidak melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.

3 Ibid, Zainal Asikin, HIm. 92
4 Ibid, Zzainal Asikin, HIm. 93
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Imbalan/penghasilan yang diterima oleh buruh tidak selama disebut
sebagai upah, karena bisa jadi imbalan tersebut bukan termasuk dalam
komponen upah. Dalam surat edaran menteri tenaga Kkerja
no.07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan
non upah disebutkan bahwa:
1. Termasuk komponen upah adalah
a. Upah pokok merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada
buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan perjanjian
b. Tunjangan tetap suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya
yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan
anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan
kemahalan. Tunjangan makanan, tunjangan transport dapat
dimasukan dalam tunjangan poko asalkan tidak berkaitan dengan
kehadiran buruh denga kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa
mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan
dibayarnya upah pokok
c. Tunjangan tidak tetap suatu pembayaran yang secara lansung
maupun tidak lansung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara
tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tidak

bersamaan dengan pembayaran upah pokok
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2. Tidak termasuk komponen upah
a) Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata/natura karena hal hal
yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan
buruh, seperti fasilitas kendaraan antar jemput pemberian makanan
secara Cuma Cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi,
kantin, dan sejenisnya
b) Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntugan
perusahaan atau karena buruh beprestasi melebihi target produksi
yang normal atau karena peningkatan produktivitas
c) Tunjangan hari raya (THR) dan pembagian keuntungan lainnya
Ketentuan pembayaran upah
Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara
teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya
hubungan kerja. Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh
diskriminasi antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama
nilainya (undang undang No 80 Tahun 1957) yang merupakan ratifikasi
konvensi ILO No0.100 tahun 1951. Menurut pasal 4 peraturan pemerintah
No.8 tahun1981 tentang perlindungan upah disebutkan bahwa upah tidak
dibayar jika buruh/pekerja tidak melakukan pekerjaan, halini dikenal
dengan azas no work no pay, azas ini tidak berlaku mutlak maksudnya
dapat dikesampingi dalam hal hal tertentu atau dengan kata lain pekerja
tetap mendapatkan upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan.

Adapun penyimpangan dari azas no work no pay tersebut adalah:
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1. Jika buruh/pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
Hal tersebut dibutuhkan surat keterangan dokter. Adapun Kketentuan
besarnya upah adalah sebagai berikut:

a. Untuk 3 (tiga) bulan pertama, upahnya tiap bulan harus dibayar
100%

b. Untuk 3 (tiga) bulan kedua, upahnya tiap bulan dibayar 75% dari
besarnya upah yang harus dibayar

c. Untuk 3 (tiga) bulan ketiga, upah tiap bulan dibayar 50% dari
besarnya upah yang harus dibayar

d. Untuk 3 (tiga) bulan keempat, upahnya tiap bulan dibayar 25% dari
besarnya upah yang harus dibayar

Sebulan yang dipakai sebagai dasar perhitungan lamanya sakit
adalah 30 hari, jadi tidak menggunakan bulan kalender. Jika pekerja
sembuh dari sakitnya dan sempat masuk kerja namun sakit lagi maka
perhitungan upahnya adalah:

a. Sesudah sembuh, kemudian belum 4 minggu sakit lagi maka
perhitungan upahnya keatas. Contoh seorang pekerja pada 3 bulan
pertama sakit (upah 100%) kemudian sembuh lalu masuk kerja
kembali. Belum sampai 4 minggu dari sakitnya sembuh kemudian
sakit lagi maka haknya atas upah 75% untuk 3 bulan dan
seterusnya

b. Jika dalam pembayaran upah karena sakit timbul hak cuti (
tahunan, hamil, panjang) maka untuk hari hari tersebut upah harus

dibayar penuh (100%)
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2. Jika buruh/pekerja tidak dapat masuk kerja, karena
a. Buruh/pekerja kawin, paling lama 2 hari
b. Menyunatkan anaknya, paling lama 1 hari
c. Membaptiskan anaknya, paling lama 1 hari
d. Mengawinankan anaknya, paling lama 2 hari
e. Keluarga meninggal dunia yaitu suami, istri, orang tua, anak paling

lama 2 hari

f. Istri melahirkan anak, paling lama 1 hari

3. Buruh/pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang
menjalankan kewajiban kepada Negara seperti wajib militer,
penyelenggaraan pemilu dan sebagainya

4. Buruh/pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan kerana sedang
menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah
menurut agamanya adalah sesuai dengan waktu yang dibutuhkam
dengan pembatasan paling lama 3 bulan dan melaksanakan ibadah
agamanya hanya satu kali saja

5. Buruh/pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan
sendiri maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang
seharusnya dihindari.

Pembayaran upah menurut pasal 10 ayat (1) PP No.8 tahun 1981
harus dibayar secara lansung kepada buruh/pekerja yang bersangkutan

pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja. Upah

dibayarkan seminngu sekali atau sebulan sekali kecuali perjanjian kerja
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untuk waktu tertentu kurang dari seminggu. Jika pembayaran upah
terlambat menurut pasal 19 PP No.8 tahun 1981 mulai dari hari keempat
sampal hari kedelapan terhitung dari hari dimana upah seharusnya dibayar,
maka upah harus ditambah 5% untuk setiap hari keterlambatan. Sesudah
hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% untuk setiap keterlambatan
dengan ketentuan bahwa tambahan untuk satu bulan tidak boleh melebihi
50% dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Upah mempunyai kedudukan yang strategis jika pengusaha
dinyatakan pailit maka upah buruh merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (pasal 27 PP No.8 tahun 1981). Apabila uang yang disediakan
oleh pengusaha untuk membayar upah buruh disita oleh juru sita
pengadilan, maka penyitaan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari jumlah
upah yang seharusnya dibayarkan (pasal 25 PP No. 8 tahun 1981). Jika
upah digadaikan atau dijadikan jaminan utang baik untuk kepentingan
buruh itu sendiri maupun untuk kepentingan pihak ketiga, maka angsuran
tiap bulan dari utang tidak boleh melebihi 20% dari upah sebulan®.

. Upah lembur

Menurut pasal 10 undang undang No 1 tahun 1951 tentang kerja jo.
Undang undang no 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan disebutkan
bahwa buruh/pekerja tidak boleh melakukan pekerjaan lebih dari 7 (tujuh)

jam sehari dan atau 40 jam seminggu. Dalam keadaan tertentu terdapat

% Ibid, Lalu Husni, HIm. 113
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atau terjadi kondisi tertentu yang mengharuskan buruh/pekerja bekerja

lebih dari ketentuan tersebut, maka jam kerja dapat menyimpang dari

ketentuan diatas dengan ketentuan kelebihan jam kerja tersebut harus

dihitung sebagai lembur.

Cara perhitungan upah lembur tersebut telah ditetapkan dalam

keputusan menteri tenaga kerja no.Kep-72/MEN/1984 tentang dasar

perhitungan upah lembur yakni sebagai berikut:

1. Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari biasa

a.

Untuk jam Kkerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu
setengah) kali upah sejam

Untuk tiap jam kerja berikutnya harus dibayar uoah sebesar 2 (dua

kali) upah sejam

2. Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan

atau hari raya resmi

a.

Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam
apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada
salah satuhari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar
upah sedikit dikitnya 2 (dua) kali upah sejam

Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam
apabila hari raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada salah
satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar upah
sebesar 3 (tiga) kali upah sejam

Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam

apabila hari raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada salah
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satu dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar upah
sebesar 4 (empat) kali upah sejam
Upah sejam dihitung dengan rumus sebagai berikut:
a. Upah sejam bagi pekerja bulanan 1/173 upah sebulan
b. Upah sejam bagi pekerja harian 2/20 upah sehari
c. Upah sejam bagi pekerja borongan atau satuan 1/7 rata rata hasil
kerja sehari
Komponen upah untuk dasar perhitungan upah lembur terdiri atas:
a. Upah pokok
b. Tunjangan jabatan
c. Tunjangan kemahalan

d. Nilai pemberi catu untuk karyawan sendiri“.

C. Teori Pengupahan dalam Islam

a. Pengertian ljarah

ljarah adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa
dengan yang menyewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil
manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.

Dalam pengertian istilah terdapt perbedaan pendapat dikalangan
ulama:
a. Menurut hanafiah, ijarah adakag akad atas manfaat dengan imbalan

berupa harta

b. Menurut maliiyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik

atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan

imbalan yang bukan berasal dari manfaat

“8 Ibid, Lalu Husni, HIm. 115
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C. Menurut syafi’iyah, definisi akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat
yang dimaksudkan dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan
dengan imbalan tertentu

d. Menurut hanabilah, ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah
dengan lafal ijarah dan kara’ dan semacamnya

Dari definisi diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak
ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah
atau sewa menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa
ijjarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

Dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang

(bukan barang)®’.

Dasar hukum ijarah boleh berdasarkan firman Allah dalam surah Al-

Kahfi ayat 77, yaitu :
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Artinya: maka keduanya berjalan; hingga sampai kepada penduduk suatu
negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu, maka
Khidhr menegaka dinding itu. Musa berkata: “jikalau kamu mau,
niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”

47 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal.
150-151
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b. Rukun ljarah dan Syarat Syarat

a. Rukun ijarah

Menurut hanafiah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan gabul

yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan yang menyewakan.

Lafal yang digunakan adalah lafal ijarah, isti’jar, iktirs’ dan ikra’.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

1.

‘aqid, yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang
yang menyewa)

Shighat, yaitu ijab dan gabul

Ujrah (uang sewa atau upah) dan

Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan

tenaga dari orang yang bekerja

b. Syarat syarat ijarah

Seperti hanlnya dalam akad jual beli syarat syarat ijarah ini juga

terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1.

Syarat terjadinya akad (syarat in’iqad)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan ‘aqid, akad dan
objek akad. Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid adalah berakal dan
mumayyiz menurut hanafiah dan baligh menurut syafi’iyah dan
hanabilah. Dengan demikian, akad ijarah tidak sah apabila
pelakunya (mu’jir dan musta’jir) gila atau masih dibawah umur.
Menurut malikiyah tamyiz merupakan syarat dalam sewa menyewa
dan jual beli sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelansungan

(nafadz). Dengan demikian apabila anak yang mummayyiz
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menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang
dimilikinya maka hokum akad nya sah tetapi untuk kelansungannya
menunggu izin dari walinya.

. Syarat nafadz (berlansungnya akad)

Untuk kelansungan (nafadz) akad ijarah disyaratkan
terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku
(‘aqid) tidak mempunyai hak kepemilika atau kekuasaan (wilayah)
seperti akad yang dilakukan oleh fudhuli maka akadnya tidak bisa
dilansungkan dan menurut hanafiah dan malikiyah statusnyan
maufuq (ditangguhkan) menunggu persetujuan sipemilik barang.
Akan tetapi menurut syafi’iyah dan hanabilah hukumnya batal
seperti halnya jual beli.

. Syarat sahnya akad

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang
berkaitan dengan ‘aqid (pelaku), ma’qud ‘alaih (objek), sewa atau
upah (ujrah) dan akadnya sendiri. Syarat syarat tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Persetujuan kedua belah pihak
ljarah termasuk kepada perniagaan (tijarah) karena didalamnya
terdapat tukar menukar harta

b. Objek akad vyaitu manfaat harus jelas sehingga tidak
menimbulkam perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak
jelas sehingga menimbulkan perselisinan maka akas ijarah tidak

sah karena dengan demikian manfaat tersebut tisak bisa
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diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan objek akad

ijarah sebagai berikut:

1.

Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan
mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang
mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari dua
rumah ini”, maka akad ijarah tidak sah karena rumah yang
mana yang akan disewakan belum jelas

Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan
dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios,
atau kendaraan misalnya berapa hari disewa

Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan
pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah
pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan
membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci
dengan model yang tertuang digambar. Atau pekerjaan
menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya

jelas.

Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi baik menurut hakiki

maupun syar’i. dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu

yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda

yang binal untuk dikendarai atau tidak bisa terpenuhi secara

syar’l seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk

membersihkan masjid atau menyewa dokter untuk mencabut

gigi yang sehat atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu



61

sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar
berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik
bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain,
karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa
persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumhur fugaha
menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan
secara mutlak karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara
dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang
dibolehkan oleh syara’ misalnya menyewa buku untuk dibaca
dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian
tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat seperti
pelacuran atau perjudian atau menyewa rumah untuk
membunuh orang lain atau menganiayanya karena ini berarti
mengambil uoah untuk perbuatan maksiat.

Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan
kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya
ijarah. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan
yang wajib dikerjakannya tidak berhak menerima upah atas
pekerjaannya itu. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga
untuk melakukan perbuatan perbuatan yang sifatnya tagarrub
dan taat kepada allah seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam,

adzan dan mengajarkan alquran karena semuanya itu
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mengambil upah untuk pekerjaam yang fadhu dan wajib.
Pendapat ini disepakati oleh hanafiah dan hanabilah. Akan
tetapi ulama mutaakhkhirin dari hanafiah mengecualikan dari
ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan alquran dan ilmu
ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk
pekerjaan tersebut dengan menggunakan istihsan setelah orang
orang kaya dan baitul mal menghentikan pemberian imbalan
kepada mereka. Apabila tidak ada orang yang mengajarkan
alquran dan ilmu ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah
dengan bertani dan berdagang misalnya maka alquran dan ilmu
ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh karena itu.
Orang yang disewakan tidak bolej mengambil manfaat dari
pekerjaannya untuk diri sendiri. Apabila ia memanfaatkan
pekerjaan untuk dirinya maka ijarah tidak sh.

Manfaat m’aqud ‘alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya

akad ijarah yang biasa berlaku untuk umum.

4. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum)

Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a.

b.

Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (‘aib) yang
menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang
disewa itu.

Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akaf

ijarah.
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c. Sifat Ijarah dan Hukumnya
a. Sifat ijarah

Ijarah menurut hanafiah adalah akad yang lazim tetapi boleh di-
fasakh apabila terdapat udzur, sebagaimana yang telah diuraikan
sebelum ini. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah adalah akad
yang lazim (mengikat) yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab
sebab yang jelas seperti adanya aib (cacat) atau hilangnya objek
manfaat. Hal tersebut oleh karena ijarah adalah akad atas manfaat mirip
dengan akad nikah. Disamping itu ijarah adalah akad mu’awadhah
sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja sama seperti jual beli.

b. Hukum ijarah

Akibat hukum dari ijarah yang shahih adalah tetapnya hal milik
atas manfaat bagi musta’jir (penyewa) dan tetapnya hak milik atas vang
sewa atau upah bagi mu’jir (yang menyewakan). Hal ini oleh karena
akad ijarah adalah akad mu’awadhah yang disebut jual beli manfaat.

d. Macam Macam ljarah dan Hukumnya
ljarah ada dua macam:
a. ljarah atas manfaat disebut juga sewa menyewa.

Dalam ijarah bagian pertama ini objek akadnya adalah manfaat
dari suatu benda. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang
mubah seperti rumah untuk tempat tinggal, took dan kios untuk tempat
berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan
perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak

boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak
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boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini seperti
bangkai atau darah.
ljarah atas pekerjaan disebut juga upah mengupah.

Dalam ijarah bagian kedua ini objek akadnya adalah amal atau
pekerjaan seseorang. ljarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah
suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuata tertentu. Misalnya
membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat
tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagaimana. Orang

yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

a. Ajir (tenaga kerja) khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang

untuk masa tertentu. Dalam hal ini tidak boleh bekerja untuk orang lain
selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya seseorang
yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

Ajir (tenaga kerja) musytarak yaitu orang yang bekerja pada satu orang
untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam
memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup,
notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia (ajir musytarak) boleh
bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak
boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. la (ajir musytarak) tidak

berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

Berakhirnya Akad ljarah

Akad ijarah dapat berakhir karena hal hal berikut ini:

1.

2.

Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad

Igalah yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak
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3. Rusaknya barang yang disewakan sehingga ijarah tidak mungkin
diteruskan

4. Telah selesainya masa sewa kecuali udzur®.

*® Ahmad Wandi Muslich, Figh Muamalah, Bandung: Amzah, 2015, HIm. 315-338



